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Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, Pasal 9 UU HAM No. 39 Tahun 1999 dan Pasal
65 ayat (1) UU PPLH No. 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa “Setiap orang
berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”. Akan tetapi dalam
kenyataannya meskipun sudah diatur masih saja terdapat pelanggaran atas
lingkungan hidup. Contoh kasus konflik tambang emas Gunung Tumpang Pitu
di Banyuwangi Jawa Timur yang bermula dari masyarakat yang tinggal di
kawasan Gunung Tumpang Pitu di Banyuwangi menolak adanya kegiatan
usaha tambang emas yang dilakukan oleh PT. Bumi Suksesindo. Sehingga
peranan dan tanggung jawab negara dalam penyelesaian konflik tambang emas
Gunung Tumpang Pitu di Banyuwangi Jawa Timur dalam perspektif hak atas
lingkungan hidup patut dipertanyakan. Adapun rumusan masalah yang akan
dikaji adalah bagaimana peranan negara dan bagaimana tanggung dalam
pemberian hak atas lingkungan hidup bagi masyarakat sekitar Gunung
Tumpang Pitu di Banyuwangi Jawa Timur dalam konflik tambang emas
Gunung Tumpang Pitu di Banyuwangi Jawa Timur. Berdasarkan rumusan
masalah tersebut maka metode penelitian yang digunakan adalah metode
penelitian hukum normatif. Hasil kajian penulisan menunjukkan bahwa
meskipun terjadi pencemaran lingkungan dan masyarakat kehilangan mata
pencaharian, peranan dan tanggung jawab negara dalam menyelesaikan konflik
tambang emas Gunung Tumpang Pitu di Banyuwangi Jawa Timur memang
tidak ada sama sekali. Buktinya pemerintah atau pemda tidak pernah sama
sekali mendatangi lokasi kegiatan usaha pertambangan tersebut untuk
melakukan pengawasan, sehingga kegiatan usaha pertambangan masih tetap
dilanjutkan. Atas dasar itu Penulis merekomendasikan negara melalui
pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap Kkegiatan usaha
pertambangan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh pemda, pemerintah
juga memberikan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses
partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup
yang baik dan sehat kepada masyarakat, dan melakukan audit lingkungan
hidup, serta menjaga pemanfaatan sumber daya alam secara benar dengan
melibatkan masyarakat untuk ikut berpartisiapasi menjaga lingkungan hidup
agar baik dan sehat.
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